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Pemberlakuan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah
Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan provinsi sebagai daerah otonom telah mengawali
asas desentraslisasi. Sebagai konsekuensi dari diimpiementasikannya kebijakan desentralisasi | otonomi
daerah tersebut sgjak tahun 2000, secara umum telah terjadi perubahan ditandai dengan pemberian sejumlah
kewenangan yang dulunya ditangani oleh pemerintah pusat menjadi berkurang dan berpindah kepada
pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan perundang - undangan tersebut sejak bulan Juni tahun 2002 Dinas
Pertanian dan Kehutanan Provinsi DK Jakarta menyelenggarakan pelayanan perijinan tumbuhan dan satwa
liar yang tidak dilindungi. Walaupun sudah berjalan selama dua tahun, namun penyelenggaraan pelayanan
tersebut belum berjalan optimal. Berangkat dari keingintahuan " kenapa belum berjalan optimal ", maka
dilakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan
data wawancara langsung kepada pejabat terkait, studi literatur serta data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan padaimplementasi kewenangan pelayanan perijinan
tumbuhan dan satwa liar ini adalah masih terdapatnya ketidak jelasan kewenangan yang diberikan, adanya
tumpang tindih kewenangan dalam penanganan pelayanan perijinan tumbuhan dan satwa liar baik secara
vertikal antar level pemerintah (Dinas dengan Balai Konservasi Sumber Dalam Alam) maupun secara
horizontal antara Dinas dengan Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan provindi DKI Jakartaitu sendiri,
sehingga memungkinkan adanya interpretasi ganda antara provinsi dan Balai Konservasi Sumber Daya
Alam Provinsi DKI Jakarta. Faktor struktur organisasi belum mampu mendukung kinerja organisasi secara
optimal. Faktor kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah, tidak mencukupi untuk
mengel ola kapasitas kerja yang bertanggung jawab dalam memberikan jasa pelayanan kepada para
pengusaha tumbuhan dan satwa liar, baik di kantor maupun untuk di |apangan.

Beberapaimplikas dari hasil penelitian ini antaralain perlu adanyakonfirmasi dari pemerintah pusat untuk
kejelasan pembagian kewenangan dalam PP 25 tahun 2000 dan pembuatan standar pelayanan yang jelas dan
rinci; segera melakukan klarifikasi kepada Menteri K ehutanan, berkenan dengan terbitnya K eputusan
Menteri (Kepmen) No. 447 tahun 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran
Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi. Menteri Kehutanan atau Departemen K ehutanan harus
memberikan penjelasan kepada provindi karena keputusan menteri (Kepmen) tersebut seolah mencabut PP
25 tahun 2000; Pemerintah Daerah harus segera menyusun Peraturan Daerah (PERDA) pengelolaan
tumbuhan dan satwa liar. Struktur organsiasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi DK Jakarta
sebaiknya di evaluasi kembali | dibenahi kembali secara matang melalui aktivitas peningkatan mekanisme
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kerja yang ada sehingga unit-unit organisasi mampu berfungsi secara optimal sesuai dengan tugas
pokoknya, terutama mengenai Polisi Hutan (Polhut) dan penyuluh yang berada di kantor maupun di
lapangan.

<hr><i>Determining of Regulation No. 22 year 1999 about Local Regulation and Government Regulation
No. 25 year 2000 about Government Authority and Province as Autonomy Region have early ground of
decentralization. As consequence of itsimplementation of regional decentralization 1 autonomy policy since
year 2000, in generally there is alteration marked by a number of authority which is before handled by
Central Government will become decrease and change to Local Government. Base to that Role and
regulation then since June 2002, the Agriculture and Forestry Agency of Province DKI Jakarta carry out
licensing service of plants and wild animal, which do not protect. Although it run for two year, but
management service is not optimal. In Accordance to recognize "why is not yet an optimal”, then it's
conducted by research. This research is use qualitative research method with data collecting technique by
direct interview to related officer, study literature and also secondary data.

The Result of research indicate that problems at implementation authority of licensing service of plants and
wild animal is still overlapping and unclear in determining of authority, there is overlapping in handling of
authority licensing service of plants and wild animal in accordance to vertical between governmental level
(Agency and Bureau of Natural Resource Conservation) and also with horizontal between Agency and
SubAgency of Agriculture and Forestry of DKI Jakarta province itself, so that enable to occurring of double
interpretation between Province and Bureau of Natural Resource Conservation of DKI Jakarta Province.
Organizational Structure factor not yet to support organizationa performance as optimally. Abilities factors
of Human Resource (HR) is still lower, less to support and manage of job capacitiesin charge to give
servicesto all entrepreneurs of plants and wild animal, either in office or the in the field.

Some implication from result of this research is needing the existence of confirmation of Central
Government for clarify of the division authority in Government Regulation No. 25 year 2000 and setup
standard service as by clear and detail, and immediately, its clarify to Ministry of Forestry, in accordance to
the publication of the Ministerial Decree (Kepmen) No. 447 year 2003 about Arranging Effort in take or
catch and circulation of Plants and Wild Animals which do not protect. Ministry of Forestry or Department
Forestry have to give clarification to province because ministerial decree (Kepmen) likely cancel to
Government Regulation No. 25 year 2000; Local Government have to immediately compile by Regional
Law (PERDA) about management of plants and wild animal. Organization Structure on the Agency of
Agriculture and Forestry of DK Jakarta Province, its better to evaluate 1 re corrected by maturely through
activity inincreasing of existing job mechanism so that organizational units to function by optimal in
according to duty essence, especially regarding to Forestry Police (Polhut) and Forestry Trainer in the office
and aso in thefield.</i>



